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ABSTRACT 

This research aims to explore and understand the quality of public services in 

making e-KTPs in Sangkapura District, Gresik Regency. The method used in this 

research is descriptive qualitative, referring to the four factors of Tjiptono's theory 

(2000). These include Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance and 

Empathy. In collecting data, this research used observation, interviews and 

documentation of the research location in Sangkapura District. The research results 

show that the Sangkapura District Government is always trying to improve the 

quality of e-KTP services. However, these efforts are still not optimal because there 

are still deficiencies in the Responsiveness aspect, empathy aspect and there are 

several obstacles. Such as slow database response and lack of a public complaint 

suggestion box. Using e-KTP technology is expected to increase efficiency, reduce 

opportunities for document forgery and so on. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami kualitas pelayanan publik 

dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengacu 

empat faktor teori Tjiptono (2000). Diantaranya Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dalam pengumpulan data, penelitian ini 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi lokasi penelitian yang berada pada 

Kecamatan Sangkapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kecamatan Sangkapura selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan e-KTP. 

Namun Upaya tersebut masih belum optimal dikarenakan masih terdapat 

kekurangan pada aspek daya tanggap, aspek empati dan terdapatnya beberapa 

kendala. Seperti lambatnya respon database dan kurangnya kotak saran 

pengaduan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi e-KTP diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi, mengurangi peluang pemalsuan dokumen dan lain 

sebagainya. 

 
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Pula Bawean 
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PENDAHULUAN 

Konsep Pelayanan Publik adalah sebuah konsep yang berkembang dalam administrasi 

publik yang menekankan pada pentingnya pemerintah memberikan layanan yang berkualitas 

kepada masyarakat (Shand et al., 2023). Konsep ini menekankan pada aspek-aspek seperti 

keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, dan efektivitas dalam 

penyelenggaraan layanan publik (Hapzah et al., 2020; Pérez-Durán, 2023; Sofiana et al., 

2021; Sofyani et al., 2020). Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pokok dari 

pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka (Coote, 2021; Salam, 2023). Dalam konteks administrasi 

kependudukan, pelayanan publik berkaitan dengan penyediaan dokumen-dokumen identitas 

seperti kartu tanda penduduk (KTP), yang menjadi salah satu dokumen penting dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat (Rahman, 2023). 

Dalam upaya menjawab tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah 

tidak hanya mengandalkan konsep-konsep tradisional, tetapi juga mengadopsi solusi 

inovatif, seperti penerapan teknologi informasi. Menurut penelitian oleh Jayasinga & Triono 

(2023), teknologi informasi telah terbukti menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini terbukti dalam 

implementasi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), di mana Nur & Widodo (2022) 

menunjukkan bahwa penyimpanan data identitas penduduk secara digital dapat mengurangi 

birokrasi dan meningkatkan akurasi data. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi 

teknologi ini, seperti yang diungkapkan oleh Hafel et al., (2022) dan Saputra et al., (2023), 

terutama dalam hal akses penduduk terhadap layanan administrasi kependudukan yang 

masih terbatas dan masalah infrastruktur di wilayah kepulauan 

Dalam era digitalisasi seperti sekarang, penerapan teknologi informasi menjadi salah 

satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Jayasinga & 

Triono, 2023). Salah satu contoh implementasi teknologi ini adalah melalui e-KTP (Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik), di mana data identitas penduduk tersimpan secara digital 

dalam sebuah chip yang terdapat pada kartu tersebut (Nur & Widodo, 2022). Kecamatan 

Sangkapura termasuk salah satu Kecamatan yang ada di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, 

dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses penduduk 

terhadap layanan administrasi kependudukan, infrastruktur yang terbatas di wilayah 

kepulauan, serta permasalahan teknis terkait dengan implementasi e-KTP (Hafel et al., 2022; 

Saputra et al., 2023). 

Namun, di balik tantangan tersebut juga terdapat prospek yang besar dalam peningkatan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui e-KTP di Kepulauan Kabupaten 

Gresik. Dengan penerapan teknologi e-KTP, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam 

proses pengurusan identitas penduduk, mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau 

pemalsuan dokumen, serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi 

kependudukan (Rohmawati, 2022; Sofiana et al., 2021). Selain itu, e-KTP juga memiliki 

potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di daerah tersebut.  

Dalam konteks administrasi publik, terdapat konsensus luas bahwa pelayanan yang 

berkualitas merupakan aspek yang penting dalam membangun hubungan yang positif antara 

pemerintah dan masyarakat (Kalalo et al., 2024; Tomaževič et al., 2023). Alessandro et al., 

(2021) menekankan pentingnya pemerintah memberikan layanan yang transparan, akuntabel, 

dan responsif terhadap kebutuhan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. Namun, dalam prakteknya, implementasi pelayanan publik seringkali 

dihadapi oleh berbagai kendala dan tantangan.  

Tantangan dan kendala dalam implementasi pelayanan publik di daerah kepulauan, 

seperti Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, memiliki keterkaitan 

yang kuat dengan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Romadhona & Sumardjo (2022), beberapa aspek pelayanan masih belum optimal, termasuk 

kenyamanan tempat dan ketepatan waktu dalam pelayanan. Hal ini sejalan dengan kendala 
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  yang dihadapi oleh daerah kepulauan, di mana akses penduduk terhadap layanan administrasi 

kependudukan seringkali terbatas dan infrastruktur yang terbatas menjadi hambatan utama. 

Selain itu, temuan Riyanda (2017) tentang kurangnya sumber daya pegawai dan fasilitas 

dalam penyediaan layanan publik juga mencerminkan masalah yang serupa dengan kondisi 

di daerah kepulauan. Demikian pula, penelitian oleh Duţu & Diaconu (2017) menyoroti 

pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang 

relevan dalam konteks strategi peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 

daerah kepulauan. Dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian terdahulu memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi 

pelayanan publik di daerah kepulauan dan memberikan landasan yang kuat untuk 

merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif. 

Tjiptono (2014) mengusulkan lima dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan: Bukti 

Langsung (Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsive), Jaminan 

(Assurance), dan Empati (Emphaty). Penelitian terdahulu telah mengaplikasikan dimensi-

dimensi ini dalam menganalisis kualitas pelayanan publik. Misalnya, penampilan petugas, 

kenyamanan tempat pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, dan kedisiplinan 

pegawai merupakan bagian dari dimensi Bukti Langsung. Dimensi Kehandalan mencakup 

kecermatan pegawai dalam melayani pelanggan, memiliki standar pelayanan yang jelas, dan 

kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan. Daya Tanggap melibatkan respon cepat 

terhadap pelanggan, pelayanan yang cepat dan tepat, serta tanggapan terhadap keluhan 

pelanggan. Jaminan mencakup jaminan tepat waktu pelayanan dan jaminan kepastian biaya. 

Empati mencakup mendahulukan kepentingan pelanggan, melayani dengan sikap ramah, 

tidak diskriminasi, dan menghargai setiap pelanggan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi layanan e-

KTP di Kecamatan Sangkapura dan memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik secara keseluruhan. Evaluasi dimensi kehandalan layanan akan memberikan 

pemahaman mendalam tentang area-area yang memerlukan perbaikan. Hal ini akan 

memungkinkan perencanaan upaya perbaikan dan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan petugas, konsistensi implementasi SOP, dan pemahaman masyarakat tentang 

standar pelayanan. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 

dengan pengalaman positif dalam mendapatkan layanan e-KTP dan melalui keterlibatan aktif 

masyarakat dalam proses pelayanan publik serta pemahaman yang lebih baik tentang hak 

dan tanggung jawab mereka sebagai pemohon e-KTP. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan 

pemberdayaan masyarakat secara luas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan 

studi kasus untuk mengeksplorasi dan memahami kualitas pelayanan publik dalam 

pembuatan e-KTP di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik (Creswell & Creswell, 

2018). Dalam konteks ini, penelitian mengacu pada teori Tjiptono (2014) yang 

mengidentifikasi lima dimensi kualitas layanan publik: Bukti Langsung, Kehandalan, Daya 

Tanggap, Jaminan, dan Empati. Metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, 

dan dokumentasi (Miles et al., 2014). Informan terdiri dari petugas administrasi 

kependudukan, petugas teknis yang terlibat dalam implementasi sistem e-KTP, pemohon e-

KTP, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan layanan tersebut. Teknik observasi 

digunakan untuk mengamati proses pembuatan e-KTP, wawancara dilakukan dengan 

informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka 

dalam menggunakan layanan e-KTP, dan dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari 

dokumen-dokumen terkait e-KTP (Maxwell & Reybold, 2015). Dengan demikian, penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kualitas layanan publik dalam konteks 

pembuatan e-KTP di daerah tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang terdapat dalam 5 dimensi kualitas 

pelayanan yang meliputi dimensi Bukti Langsung (Tangible), dimensi Kehandalan 

(Reliability), dimensi Daya Tanggap (Responsiviness), dimensi Jaminan (Assurance), dan 

dimensi Empati (Emphaty).  

 

Dimensi Bukti Langsung (Tangible) 

Dimensi langsung (Tangible) dalam kualitas pelayanan publik berkaitan dengan aspek-

aspek seperti kedisiplinan pegawai, penampilan petugas, kenyamanan tempat pelayanan, dan 

kemudahan dalam pelayanan. Menurut Tjiptono (2014), kualitas pelayanan dapat dinilai dari 

bukti langsung yang diberikan, termasuk aspek-aspek tersebut.  

Dalam studi kasus di Kecamatan Sangkapura, terdapat beberapa indikator untuk dimensi 

bukti langsung yang relevan dengan pelayanan e-KTP. Kedisiplinan pegawai menjadi aspek 

penting, di mana pengamatan menunjukkan kurangnya kedisiplinan dalam jam kerja, yang 

tercermin dari keterlambatan petugas dalam memberikan pelayanan. Hal ini menjadi keluhan 

masyarakat yang diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu responden. Selain itu, 

penampilan petugas juga menjadi perhatian, namun dalam kasus ini, penampilan pegawai di 

Kecamatan Sangkapura dinilai sudah memenuhi standar dengan menggunakan seragam yang 

sesuai aturan. Namun, masih terdapat masalah terkait kenyamanan tempat pelayanan, seperti 

kurangnya pendingin ruangan dan kebersihan ruang tunggu, yang menjadi keluhan 

masyarakat. Meskipun terdapat fasilitas pendukung seperti televisi dan pojok buku, namun 

kurang dimanfaatkan oleh pengguna layanan. Selain itu, kemudahan dalam pelayanan juga 

menjadi faktor penting, di mana pengguna layanan bisa memanfaatkan aplikasi POEDAK 

untuk memudahkan proses pengurusan e-KTP tanpa harus menunggu respon database dari 

pemerintah. Aplikasi ini memberikan akses langsung dan memungkinkan pengguna untuk 

memantau status pengajuan mereka secara online. 

 

 

 

 

Gambar 1. Loket Pelayanan Kecamatan Sangkapura Gresik (Sumber: Peneliti, 2024) 

Penelitian sebelumnya oleh Iskamto et al., (2020) juga menyoroti pentingnya dimensi 

langsung dalam kualitas pelayanan publik, khususnya dalam konteks pelayanan administrasi 

kependudukan seperti e-KTP. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan 

pegawai, penampilan petugas, dan kenyamanan tempat pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Temuan tersebut konsisten 

dengan hasil penelitian di Kecamatan Sangkapura, yang menegaskan perlunya perbaikan 

dalam aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 

keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan dengan konteks 

pelayanan di Kecamatan Sangkapura, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman 

yang lebih luas tentang pentingnya dimensi langsung dalam peningkatan kualitas layanan 

publik. 
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Dimensi Kehandalan (Reliability)  

Menurut Tripathi dan Raddy (1983) dalam (Rohmawati, 2022)Rahmawati, et al.(2014), 

koordinasi Dimensi kehandalan pelayanan di Kecamatan Sangkapura dievaluasi melalui 

beberapa indikator yang terbukti relevan dengan penelitian terdahulu. Pertama, dalam hal 

kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan, penelitian sebelumnya telah menyoroti 

pentingnya keahlian petugas dalam mengoperasikan peralatan yang mendukung proses 

layanan. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat kendala karena hanya sedikit petugas 

yang memiliki keterampilan tersebut. Kedua, kecermatan pegawai dalam melayani pengguna 

layanan juga ditegaskan sebagai faktor krusial dalam menjaga kualitas pelayanan. Hal ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kecermatan dalam 

menangani dokumen dan permintaan masyarakat dapat mengurangi risiko kesalahan dan 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan (Kurniawan & Sugiri, 2021). Selain itu, kejelasan 

standar pelayanan melalui SOP juga menjadi fokus dalam mengevaluasi dimensi kehandalan, 

meskipun masih terdapat kesenjangan pemahaman di antara masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemahaman yang jelas 

terhadap prosedur pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik 

(Menezes et al., 2022; de Menezes et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi Kecamatan 

Sangkapura untuk meningkatkan kemampuan petugas, ketelitian dalam melayani, dan 

pemahaman masyarakat akan standar pelayanan untuk memastikan kehandalan pelayanan e-

KTP yang optimal. 

Selain evaluasi terhadap kemampuan petugas dan kecermatan dalam pelayanan, konten 

dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi faktor penting dalam 

menjaga kehandalan layanan e-KTP di Kecamatan Sangkapura. SOP yang jelas dan 

terstruktur membantu memastikan konsistensi dan kualitas dalam setiap tahap proses 

pelayanan. Namun, implementasi SOP seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam 

memastikan pemahaman yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten oleh petugas. Untuk 

mengatasi hal ini, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan 

terhadap implementasi SOP. Hal ini termasuk penyediaan pelatihan rutin bagi petugas untuk 

memastikan pemahaman yang mendalam tentang SOP, serta pengawasan yang ketat dalam 

setiap tahap proses pelayanan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses peningkatan pemahaman terhadap 

standar pelayanan. Upaya komunikasi dan sosialisasi telah dilakukan secara terbuka dan 

transparan kepada masyarakat mengenai SOP yang berlaku, hak dan kewajiban mereka 

sebagai pemohon e-KTP, serta proses yang dapat mereka harapkan saat menggunakan 

layanan tersebut.  

Dimensi kehandalan dalam konteks pelayanan publik sejalan dengan konsep yang 

dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam model kualitas pelayanan 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). Mereka mengidentifikasi kehandalan sebagai salah 

satu dari lima dimensi utama yang memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas 

layanan. Menurut teori ini, kehandalan melibatkan kemampuan untuk memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan konsisten dan akurat. Dalam konteks pelayanan e-KTP di Kecamatan 

Sangkapura, aspek ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses pelayanan berjalan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, teori kehandalan juga menyoroti 

pentingnya keterampilan dan kecermatan pegawai dalam menjalankan proses layanan 

dengan tepat dan efisien. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang 

menekankan pentingnya keahlian dan ketelitian dalam proses pelayanan untuk meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan pelanggan (Tsai et al., 2024). Oleh karena itu, implementasi 

dimensi kehandalan dalam konteks pelayanan e-KTP di Kecamatan Sangkapura dapat dilihat 

sebagai upaya untuk memastikan bahwa standar pelayanan dipenuhi secara konsisten dan 

efektif, sesuai dengan paradigma kualitas pelayanan yang ideal. 
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Dimensi Daya Tanggap (Responsiviness) 

Dimensi daya tanggap (Responsive) dalam pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura 

mencakup berbagai aspek penting yang memengaruhi pengalaman pengguna layanan, 

khususnya terkait dengan pelayanan e-KTP. Dalam analisis dimensi ini, peneliti 

menggunakan beberapa indikator untuk mengevaluasi responsivitas pelayanan, yaitu respon 

terhadap keluhan pengguna layanan, kemampuan merespon setiap pengguna layanan, 

pelayanan tepat waktu, dan pelayanan dengan cepat dan tepat. Temuan menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat upaya untuk merespons kebutuhan dan keluhan pengguna layanan, masih 

terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti adanya kotak saran untuk menerima 

keluhan pengguna layanan akan tetapi tidak optimal dan keterbatasan dalam menjamin 

pelayanan tepat waktu akibat hambatan teknis. Meskipun demikian, respon yang baik dari 

pegawai terhadap pengguna layanan telah memberikan dampak positif terhadap persepsi 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu 

yang menekankan pentingnya responsivitas dalam meningkatkan kepuasan pelanggan 

(Taufiq-Hail et al., 2023). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan responsivitas 

pelayanan, termasuk peningkatan mekanisme pengelolaan keluhan dan penanganan 

hambatan teknis, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan e-KTP di 

Kecamatan Sangkapura. 

 

Gambar 2. Kotak Kepuasan Pengunjung Layanan  

 Dimensi responsivitas dalam pelayanan publik di Kecamatan Sangkapura memiliki 

implikasi yang signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Penelitian sebelumnya 

menyoroti pentingnya responsivitas dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan 

memperbaiki kualitas layanan publik (Latupeirissa et al., 2024). Dalam konteks pelayanan e-

KTP, respon yang cepat dan tepat terhadap keluhan pengguna layanan serta ketersediaan 

petugas yang merespons setiap kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan 

kepuasan pengguna layanan. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya kotak saran untuk 

menerima keluhan pengguna layanan dan hambatan teknis yang menghambat pelayanan 

tepat waktu, upaya untuk meningkatkan responsivitas pelayanan dapat memperbaiki persepsi 

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hasil penelitian Chang & Huang 

(2023) menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, respons yang 

baik dari pegawai terhadap pengguna layanan telah memberikan dampak positif pada 

peningkatan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah, 

termasuk Kecamatan Sangkapura, untuk terus memperbaiki mekanisme responsivitas dalam 

pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. 
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Dimensi Jaminan (Assurance) 

Dimensi jaminan (Assurance) dalam konteks layanan pemerintah adalah kunci untuk 

memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk 

memberikan pelayanan yang tepat dan bebas dari risiko atau keraguan. Teori kualitas 

layanan menyatakan bahwa jaminan merupakan salah satu elemen penting dalam 

membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan (Parasuraman et al., 1988). Ketepatan 

waktu dalam pelayanan menjadi indikator yang vital dalam memastikan kepercayaan 

pelanggan. Waktu tunggu yang lama dapat menurunkan persepsi pelanggan terhadap kualitas 

layanan (Tsai et al., 2024). Oleh karena itu, jaminan tepat waktu pelayanan di Kecamatan 

Sangkapura, kendati sering terhambat oleh faktor eksternal seperti respon data base dari 

Kabupaten Gresik, adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. 

Selanjutnya, jaminan kepastian biaya pelayanan merupakan aspek lain dari dimensi 

jaminan. Menurut Teori Biaya Transaksi, biaya yang tidak pasti atau tidak terduga dalam 

pelayanan dapat menciptakan ketidakpuasan pelanggan dan menurunkan loyalitas mereka 

(Van der Merwe et al., 2024). Dengan tidak adanya biaya yang dipungut untuk pengurusan 

e-KTP di Kecamatan Sangkapura, masyarakat dapat merasa yakin dan terhindar dari 

kekhawatiran mengenai biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses pengurusan. 

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam penyediaan layanan 

publik. 

Dengan mempertimbangkan teori-teori tersebut, dimensi jaminan dalam konteks 

pelayanan e-KTP di Kecamatan Sangkapura memainkan peran krusial dalam membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah 

setempat. Meskipun terdapat hambatan-hambatan tertentu, seperti keterlambatan respon data 

base dari Kabupaten Gresik, kepastian biaya yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Dimensi jaminan di Kecamatan Sangkapura mencakup ketepatan waktu dan kepastian 

biaya pelayanan. Meskipun pelayanan e-KTP dijanjikan selesai dalam waktu 15 menit, 

seringkali terhambat oleh lambannya respon data base dari DISPENDUKCAPIL Kabupaten 

Gresik. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk mengurus e-KTP langsung 

ke Kabupaten Gresik. Meskipun demikian, di Kecamatan Sangkapura tidak ada biaya yang 

dipungut untuk pengurusan e-KTP, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai 

biaya yang harus dikeluarkan. 

 

Dimensi Empati (Empathy) 

Dimensi empati dalam konteks layanan di Kecamatan Sangkapura merupakan aspek 

penting yang mencakup keramahan, kepedulian, dan kesediaan untuk mendahulukan 

kepentingan masyarakat. Melalui beberapa indikator, para peneliti melakukan penelusuran 

terhadap bagaimana dimensi ini tercermin dalam pelayanan e-KTP di wilayah tersebut.  

Pertama, mengenai sikap menghargai terhadap masyarakat, peneliti menemukan bahwa 

petugas telah menunjukkan sikap menghargai dengan langsung menanyakan kebutuhan 

masyarakat dan mengarahkannya ke tempat pelayanan yang sesuai. Hal ini ditemukan dalam 

wawancara dengan seorang informan pada Juli 2023. Berdasarkan penelitian di Kecamatan 

Sangkapura petugas sudah memiliki sikap menghargai terhadap pengguna layanan, hal ini 

dibuktikan oleh saudari F 

“Petugas menghargai Mbak, saya datang langsung ditanyakan keperluannya apa dan 

langsung diarahkan ke tempat pelayanan e- KTP”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 06 

Juli 2023) 

Kedua, mengenai prioritas pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, peneliti 

menemukan bahwa Kecamatan Sangkapura masih kurang memprioritaskan pelayanan 

terhadap masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh seorang infiran pada Juli 2023 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Sangkapura masih kurang memprioritaskan 

pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak A sebagai berikut: 
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“Pegawai disini masih kurang memprioritaskan pelayanan Mbak, kemaren saya mau 

mengurus e-KTP ke Kecamatan namun terhambat dikarenakan petugasnya layar ke 

Kabupaten Gresik”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 07 Juli 2023) 

Ketiga, mengenai sikap ramah dan sopan santun petugas, ditemukan bahwa masih ada 

petugas yang kurang ramah dan sopan santun terhadap masyarakat, yang menyebabkan citra 

buruk terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal ini juga dikeluhkan oleh seorang 

informan pada Juli 2023  

“Tidak semua pegawai bersikap judes Mbak, namun ada pegawai yang mukanya datar 

dan bersikap cuek sehingga saya kurang enak untuk bertanya – tanya”. (Sumber: 

Wawancara pada tanggal 05 Juli 2023).  

Terakhir, mengenai masalah diskriminasi dalam pelayanan, peneliti menemukan bahwa 

sistem antrian yang belum diterapkan secara efektif menyebabkan terjadinya diskriminasi 

dalam pelayanan, dimana keluarga pegawai mendapat prioritas tanpa mengikuti aturan 

antrian yang berlaku. Hal ini mengakibatkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Sangkapura, sebagaimana ditemukan dalam 

wawancara pada Juli 2023  

“Saya pernah Mbak mengantar anak saya untuk melakukan perekaman e-KTP ketika ada 

rombongan dari Kabupaten Gresik sampai malam di Kecamatan untuk mengantri, namun 

dengan enaknya pegawai Kecamatan mendahulukan keluarganya”. (Sumber: Wawancara 

pada tanggal 08 Juli 2023).  

Dimensi empati dalam konteks layanan di Kecamatan Sangkapura merupakan hal yang 

krusial dalam menilai kualitas pelayanan, sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh empati yang ditunjukkan 

oleh penyedia layanan (Parasuraman et al., 1988). Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya 

telah menegaskan pentingnya empati dalam menciptakan hubungan positif antara penyedia 

layanan dan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan citra 

positif lembaga atau instansi pelayanan (Wieseke et al., 2012). Oleh karena itu, temuan 

bahwa Kecamatan Sangkapura masih memiliki kekurangan dalam aspek empati, seperti 

prioritas pelayanan yang kurang tepat dan sikap pegawai yang tidak ramah, memiliki 

implikasi penting bagi perbaikan layanan di masa depan. 

Dengan memahami relevansi teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat 

mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan mengembangkan strategi untuk 

meningkatkan dimensi empati dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Sangkapura. Dalam hal 

ini, penerapan konsep-konsep seperti kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan, 

mendahulukan kepentingan pelanggan, serta sikap ramah dan sopan santun menjadi kunci 

dalam memperbaiki hubungan antara petugas pelayanan dan masyarakat. Melalui upaya ini, 

diharapkan dapat tercipta lingkungan pelayanan yang lebih inklusif, responsif, dan 

menghargai setiap individu secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelayanan publik yang baik (Metz et al., 2020). 
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KESIMPULAN  

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui e-KTP di Kecamatan 

Sangkapura, Kabupaten Gresik memiliki prospek yang cerah, meskipun dihadapkan pada 

beberapa tantangan seperti keterbatasan akses, infrastruktur terbatas, dan masalah teknis. 

Penerapan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi peluang 

pemalsuan dokumen, dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam layanan 

publik. Dalam konteks kualitas pelayanan publik, aspek-aspek seperti kedisiplinan pegawai, 

penampilan petugas, kenyamanan tempat pelayanan, kemudahan dalam pelayanan, 

kemampuan pegawai, kecermatan, respon cepat, jaminan waktu, dan kepastian biaya sangat 

penting. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih ada 

kekurangan dalam aspek responsivitas dan empati, seperti kurangnya kotak saran untuk 

keluhan masyarakat, ketidakramahan petugas, dan masalah diskriminasi dalam pelayanan.  
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